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Peran utama dari negara adalah penyediaan beragam barang publik (public goods) atau pelayanan kepada
publik/masyarakat luas. Pertahanan dan keamanan adalah salah satu kebutuhan dasar (basic needs)
masyarakat dan merupakan barang publik utama yang sangat penting dalam rangka eksistensi suatu negara.

Supremasi sipil atas militer merupakan prasyarat utama dalam negara demokrasi. Adanya kendali sipil atas
militer antaralain melalui kontrol/pengendalian anggaran belanjamiliter. Agar dapat dicapai pengendalian
yang efektif diperlukan suatu sistem pengel olaan anggaran yang transparan dan akuntabel sesuai prinsip-
prinsip good governance.

Sistem penganggaran militer di Indonesia, yaitu yang berlaku pada Departemen Pertahanan dan Tentara
Nasional Indonesia (Dephan-TNI), merupakan bagian dari sistem penganggaran nasional (APBN), tetapi
karena alasan sifat khas militer, yaitu sifat kerahasiaan (secrecy), mobilitas tinggi, kesatuan komando dan
rantal komando, dalam tahap pelaksanaan anggarannya mempunyai sistem pengel olaan khusus yang
terpisah dari sistem pelaksanaan anggaran nasional. Sistem pengelolaan anggaran belanja dan keuangan
militer yang terpisah tersebut diduga cenderung tertutup dan kurang transparan. Alasan kerahasiaan
(secrecy) selalu menjadi hambatan akuntabilitas dan transparansi anggaran militer.

Penelitian ini menganalisis sistem pengel olaan anggaran belanja (expenditure system) Dephan-TNI ditinjau
dari aspek good governance (transparansi dan akuntabilitas publik) serta aspek pengendalian intern. Hasl|
penelitian terhadap implementasi sistem menunjukkan bahwa sistem pengel olaan anggaran belanja dan
keuangan Dephan-TNI memitiki kelemahan inheren yang berpengaruh pada efektivitas sistem yaitu sistem
otorisas anggaran dan pendanaan yang tertalu kaku, birokratis dan tidak fleksibel; tidak adanya pemisahan
tugas yang memadai sehingga melemahkan pengendalian intern; dan sistem pertanggungjawaban keuangan
yang kurang transparan dan akuntabel yang berisiko menimbulkan penyimpangan (korupsi dan
penyalahgunaan dana). Penelitian juga menunjukkan bahwatidak ada perbedaan signifikan kegiatan
Dephan-TNI dengan departemen/lembaga non militer. Belum adanya aturan hukum yang jelas mengenai
rahasia negara menyebabkan alasan kerahasiaan selalu menjadi dalih tidak diikutinya prinsip transparansi
dan akuntabilitas.

Karena kelemahan tersebut perlu dilakukan perbaikan atas sistem pengel olaan anggaran belanja dan
keuangan Dephan-TNI. Tidak perlu ada perlakuan khusus atas pengel olaan anggaran belanja militer
(Dephan-TNI) secara menyeluruh. Perlakuan khusus harus ditetapkan secara terbatas pada hal-hal yang
bersifat kontijensi dan rahasia seperti kegiatan operasi militer yang mendesak/mendadak dengan
memperbaiki sistem pengendalian intern dan sistem pertanggungjawabon keuangan yang lebih transparan
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dan akuntabel dalam rangka mewujudkan good governance dalam pengel olaan keuangan negara.



